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PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bik
ZARE z
bl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon |.
XXX, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon
[l.Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon Il disebut

para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober
2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor
16/Pdt.P/2020/PA.Bik dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Para Pemohon dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 10-09-2012 di Kampung Ujung Pandang,
Kecamatan Panakukang Kabupaten Ujung Pandang Selatan dengan wali
Nikah Paman Pemohon Il bernama xxx dan yang menikahkan bernama
xxX, dan saksi nikah bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa
seperangkat alat sholat dibayar Tunai.

2. Bahwa, pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak tercatat
pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon | berstatus perjaka
berumur 25 tahun sementara Pemohon Il berstatus Perawan berumur 24
tahun;
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4, Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan
Pemohon | dan Pemohon Il tidak / belum pernah mendapat atau
mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai tiga orang anak yaitu :
a Xxxx, jenis kelamin perempuan umur 5 tahun;
b xxx, jenis kelamin laki-laki umur 3 tahun;
C XXX, jenis kelamin laki-laki umur 1 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan
tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran
anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon |l tidak ada hubungan
mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai
sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon | dan
Pemohon Il beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi
kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2)
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan
maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas
perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Biak berkenan memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (XXX) dan
Pemohon II (XXX).
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan

penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4, Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:
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Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain
yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020 untuk
masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun
selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Biak sehubungan dengan permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak
hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun menurut relas panggilan 20 November 2020 dan
sebelumnya para Pemohon juga tidak hadir meskipun telah di panggil pada
tanggal 20 Oktober 2020, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, dan ketidakhadirannya tersebut tampa disebabkan oleh suatu halangan
yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir kemuka sidang, sedang
tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang
sah, oleh karenanya para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam
berperkara, maka sesuai Pasal 184 RBG permohonan para Pemohon harus
dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para
Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan
perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya

kembali dengan membayar biaya perkara;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para
Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:
1. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Bik. gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Biak pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.H.I
sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfigor Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul
Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Parno,

S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqgor Amanzha, S.H Achmad Ubaidillah, S.H.I

Afdal Lailatul Qadri, S.H
Panitera Pengganti,
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Parno, S.H.l.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 50.000,- Untuk salinan yang sama bunyinya
Biaya panggilan Rp 300.000,-

PNBP Panggilan Rp 20.000,- Panitera Pengadilan Agama Biak
Pemberitahuan penetapan Rp 150.000,-

PNBP penetapan Rp 20.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Biak

Dra. Muliaty
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